PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Telepon (0343) 429064 - 419174
PASURUAN - 67115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 489 /558 / 424.084 / 2018

TENTANG
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENGELOLAAN INFORMAS]

DAN DOKUMENTASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

" Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan informasi
dan dokumentasi publik yang berkualitas, sederhana,
cepat, tuntas, maka perlu ditetapkan Standart

Operasional Prosedur ( SOP ) Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pasuruan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika ;

Mengingat . 1. Undang —undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman Republik Indonesia;

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

4, Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang — undangan ;

5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015);

6. Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PERM.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi
Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
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11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
10/PERM.KOMINF0O/07.2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional;

13, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

. KESATU : Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan Dbagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini. I

KEDUA : Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU .dijadikan pedoman dan wajib
dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pasuruan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi,
pelayanan informasi, pengaduan masyarakat dan sengketa
informasi.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pasuruan
pada tanggal : Pebruari 2018
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN

PROSEDUR BUKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
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SRUKTUR ALUR PENANGANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID UTAMA)

Kegiatan Petugas Informasi khusus | Petugas informasi Sekretaris TA/tim PPID Wakt Ket
non digital khusus digital PPID pertimbangan utama e Steranuay
Mendownload Permohonan .
Informasi & Mencetak | 10 menit
Melayani Pemohon datang e N
langsung dan atau melalui [ 10 menit
surat / fax -—~“r*-i
Melakukan verifikasi v Apabila identitas
R &
permohonan apabila yd N atau hal lain belum
diperlukan y \ | =2 30 it [1etas dapat
(\ b menit | enunggu untuk
= // biss il diperjelas sebelum
\\ / proses selanjutnya
memberikan formuir untuk penomoran dilihat
diisi, memindahkan surat / fax i ' dari buku registrasi
permohonan ke formulir .. |permohonan
standar i — 10 menlt Informasi (PPID)
— KIP, setiap
permohonan disalin
menuliskan permohonan ke
bentuk formulir standar dan o
mengirimkan nomor 5 menit
registrasinya saja saat itu
juga il ksl
Mencatat di Buku registrasi ~ ~
dan meminta informasinya di L i 5 menit
ses PPID froui 2 = § o J
Informasi yang telah tersedia L memberikan
segera diberikan oleh Ses = - "EW 15 menit Informasi
PPID melalui petugas 1‘1W- B = = = = = = b, ey !J
pelayanan T - =
seluruh dokumen permohonan
diarsipkan dan dibukukan
untuk pembuatan laporan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Baku Mutu
NO Kegiatan K an
. Pemohon | "SWES | pppy EPID Waktu Output s

1 Pemohon dapat menyamapaikan permohonan informasi yang 1. Formulir permohonan informasi yang 10 menit Formulir
dibutuhkan melalui : permohonan
1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan tersedia di meja pelayanan PPID atau informasi yang

informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri ditampilkan di website dan dapat di telah diisi lengkap
(KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy akte pendirian bagi badan dan dilampiri
hukum. D fotocopy/scana
2. Melalui website dengan mengisi formulir yang telah di identitas diri/akte
download dan menyertakana scan (KTP/SIM/Paspor) dan 2. Fotocopy atau scan identitas diri atau pendiirian badan
fotocopy akte pendirian bagi badan hukum, kemudian fotocopy akte pendirian bagi badan hukum.
dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website.
3. Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah hukum dari pemohon informasi.
diisi lengkap disertai fax identitas (KTP/SIM/Paspor) dan
fotocopy akte pendirian bagi badan hukum, ke nomor fax
PPID (yang telah dicantumkan di website maupun
brosur/pster PPID).

2 Melakukan registrasi berkas pemohon informasi publik, jika | Buku register dan file khusus dalam bentuk 15 menit Daftar
dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan softcopy tentang register permohonan Permohonan
dimiliki oleh meja informasi, maka langsung diberikan kepada informasi. informasi yang
pemahon yang menandatangani tanda abukti penerimaan D —_ telah tersusun
informasi/dok jika infor i/dak yang diminta belum dalam buku
termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan registrasi dan file
kepada PPID atau PPID Pembantu. khusus registrasi

3 PPID inta kepada informasi/dok (OPD) Daftar Informasi Publik yang telah 3 hari Informasi/dokumen
untuk memberikan informasi/dokumen (yang sudah termasuk ditetapkan, yang terbuka
dalam DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon 04. baik yang disimpan di OPD yang untuk publik.
Informasi. PPID yiapk permoh: Informasi. bersangkutan,

maupun yang disimpan di OPD lain di
lingkup
Pemerintah daerah.

4 Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon y Informais dokumen yang diminta oleh 10 menit Informasi publik
disertai tanda bukti penerimaan Informasi/dokumen. m pemohon. yang diminta oleh

pemahon.
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ALUR INFORMASI YANG BELUM TERSEDIA / DIKECUALIKAN

Petugas Pelaksana
Kegiatan Petugas Informasi Petugas informasi TA/tim
khusus non digital khusus digital SEUEES (A pertimbangan

PPID utama Waktu Keterangan

Menyerahkan seluruh dokumen ( j
permintaan ke PPID dan copy ke . >

Ses PPID untuk informasi yang
belum tersedla/dikecualikan

1 hari

Memproses Informasi/dokumen
yang membutuhkan waktu
penyiapan termasuk
menyiapkan uji konsekuensinya
apabila dikecualikan

Berkoordinasi dengan Ses
PPID untuk penyediaan
Informasi yang diminta

a

Memberikan pemberitahuan

tertulis dan jawaban apabila

b 3 hari
telah diperoleh hasilnya

Mengagendakan review dan

atau uji konsekuensi untuk X
Informasi dikecualikan /memillki s
keraguan

seluruh dokumen permohonan
diarsipkan dan dibukukan untuk ’ s
pembuatan laporan e
melakukan Review dan
menjawab permintaan,
berdiskusi dengan TA atau /
Komisioner apabila diperlukan
untuk informasi yang belum - " .
didokumentasikan / e
dikecualikan

Mengirimkan Pemberitahuan
Tertulis atas hasil uji
konsekuensi atau diskusi

dengan tim pertimbangan

4 hari
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

| P Baku Mutu
Seluruh Administrator
No Kegiatan pejabat/staf | PPIDdan | Website PPID EEanEan
OPD atau Staf PPID atau Website Kelengkapan Waktu Output
Urusan di Pembantu | Pemerintah
OoPD Daerah
1 | Mengumpulkan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing- Buku panduan 2kali setahun | Daftar Informasi
| masing OPD baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan,maupun yang dikinm pembentukan dan Publikasi yang telah
kepada pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun operasional PPID diverivikasi
arsip inaktif dan arsip Vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis pemerintah kebenarannva Oleh
dokumen, penanggung jawab pembuatan. waktu dan tempat pembuatan , dan Kabupaten Pasuruan Kepala OPD yang
bentuk infomasi yang tersedia (misalnya dalam bentuk hard copy atau soft copy) bersangkutan.
dsh. Format pengisian dalam bentuk informasi dimasing-masing OPD baca buku
panduan pernbentukan dan operasional PPID pemerintah provinsi dan
Kabupaten/kota.
2 Mengklasifikasikan seluruh informasi yang dikumpulkan dan Buku panduan 2 kali setahun | Daftar Informasi Klasifikasi informasi
mengidentifikasikannya  berdasarkan sifat informasi , selain itu juga pembentukan dan Publik yang telah terdirl atas :
mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan dengan katagori informasi operasional PPID diverifikasi, Informas! yang wajib

disediakan dan

sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU NO 14 tahun 2008 pasal 17 dan Pemerintah klasifikasinya Oleh dlumurmian secara
pasal 18 secara ketat, terbatas, dan tidak mutlak, informasi yang dikecualikan Kabupaten Pasuruan Kepala OPD yang berkala,informasl yang
Ini harus ditetapkan melalui uji k k i dan uji i public (diatur bersangkutan wajib diumumkan secara
dalam SOP tersendiri) serta merta dan
Informasi yang wajib
i setiap saat
3 Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk file khusus (softcopy) dan Buku khusus dan 2 kali setahun | Dokumen Informasi Staf kearsipan
tempat penyimpanan dokumen untuk hardcopy dengan tata cara seperti komputer/hardco py Public yang mutahir /dokumentasi
mengarsip dok dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi wajib, serta merta khusus yang memuat mempunyai buku khusus
: " " . { dokumentasi dan semua
dan berkala, informasi yang dikecualikan paling tidak hanva daftarnva saja yang informasi. dokumentasi data juga
perlu dibuat. tercatat dajam bentuk
softcopy
4 Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi dan PPID dan PPID 2 kali setahun | Daftar Informasi
memerintahkan untuk mengumumkan DIP kepada masyarakat. pembantu melakukan Publik yang mutahir ‘
rapat Bersama untuk
menetapkan Daftar I
Informasi Publik
5 Mengupload DIP ke website khusus PPID atau website pemerintah daerah Website dan sarana 2 kali setahun | Adanya konten 1
maupun melalui Sarana lainnya. pengumuman lainnya Daftar Infomasi
> yang dimiliki oleh publik di website
Pemerintah Daerah PPID atau website

pemerintah daerah
dan terpampangnva
DIP di papan
pengumuman setiap

OPD
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Baku Mutu
Nao Kegiatan
Pemohon P:Ie::f::n PPID A;:i;n Kelengkapan Waktu Output
1 Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak 1. Formulir permchonan 10 menit Formulir Permohonan
terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : pengajuan keberatan. .pengajua.n keberatan
1. Datang langsung dan mengisi formulir pengajuan keberatan ::z’;f‘:;g:;‘f;:;‘::l'; m{:ﬂ;":;::’:’ga;elah
informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri ataD dJitampilkan di dilampirl
(KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy akte pendirian bagi badan website dan di download fotocopy/scan
hukum. 2. Fotocopy atau scan identitas diri/akte
2. Melalui website dengan mengisi formulir yang telah di identitas diri atau pendirian badan
download dan menyertakan scan (KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy akte pendirian hukum
fotcocopv akte pendirian bagi badan hokum, Kemudian bagi badan hokum dari
dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website. pemohon informasi
3. Mengirim fax formulir permohonan pengajuan keberatan
informasi yang telah diisi lengkap.
2 Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon. Buku register dan file khusus 10 menit
Melakukan registrasi permohonan pengajuan keberatan dalam bentuk softcopy
informasi publik. tentang register pengajuan
keberatan pelayanan
informasi
3 PPID dan PPID pembantu memproses keberatan dari pemohon. Berkas pengajuan keberatan 30 menit Draf surat Keputusan
Melakukan registrasi permohonan pengajuan keberatan Pelavarj'an informasi yang Atasan PPID atas
informasi publik. telah diisi lengkap tanggapan keberatan
4 Surat keputusan atas Tanggapan keberatan dari atasan PPID 45 menit Surat Keputusan
Atasan PPID atas
keberatan
5 Tanggapan / jawaban permohonan atas keberatan permohonan Surat Keputusan Atasan PPID 15 menit
informasi.
Puas selesai -
Tidak puas dapat diajukan ke Komisi Prov. Jatim D
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI

No Kegiatan

Baku Mutu

Pemohon

PPID /
PPID Pembant

Atasan
PPID/TPPI

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

1 Permohonan Informasi Publik

2 Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang
dimohon yang diduga mengandung informasi yang
dikecualikan.

Meminta pertimbangan kepada Atasan PPID / Tim
Pertimbangan Permohonan Informasi.

Berkas permohonan informasi/dokumen dari
pemohon

2hari

Hasil kajian tentang
Informasi publik yang

3 Memberikan pertimbangan atas
informasl/dokumen yang dimaksud yang bersifat
rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan
kepentingan umum.

Perundang-undangan yang dibutuhkan : UU KIP
dan Perki 1/2010 dan UU lainnya.

1hari

Surat Pertimbangan.

4 Melakukan uji konsekuensi terhadap
informasi/dokumen yang diminta pemohon
apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika
informasi/dokumen yang dimaksud adalah
terbuka, maka PPID memerintahkan kepada
penguasa informasi/dokumen (OPD) untuk
menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud,
jika status informasi/dokumen dikecualikan PPID
membuat surat penolakan.

Informasi/dokumen yang dimohon.

2 hari.

Surat Keputusan PPID
tentang Informasi yang
dikecualikan.

5 Memberikan tanggapan permohonan informasi

Informasi/dokumen yang diminta oleh
pemohon atau surat penolakan jika
informasi/dokumen tersebut dikatagorikan
rahasia.

1 hari.

Surat Keputusan
Penolakan
Permohonan
Informasi.
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